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Abstrak
 

Indonesia sebagai negara yang mempunyai cita negara hukum harus memberikan perlindungan hak asasi

manusia bagi warga negaranya dan bila terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia tersebut, harus

disediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak

memihak. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka

mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting

dalam suatu negara hukum. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu

negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Oleh karena

itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat

penting dalam setiap negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar

dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang

bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Terdapat beberapa

alasan perlindungan saksi dan korban antara lain: keterangan yang diberikannya akan memungkinkan

dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan, memberikan keterangan membuang

waktu dan biaya, aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang

tersangka/terdakwa dan bagi saksi (apalagi yang awam hukum) memberikan keterangan bukanlah suatu hal

yang mudah. Pada pelanggaran HAM yang berat dapat dikatakan telah ada peraturan yang memberikan

perlindungan terhadap saksi dan korban. Adapun perlindungan terhadap saksi dan korban secara umum baik

di dalam kasus pelanggaran HAM berat ataupun di luar kasus pelangggaran HAM berat, belum ada

peraturan yang mengaturnya. Padahal, perlindungan saksi dan korban mutlak diperlukan bukan hanya pada

kasus tertentu (dalam hal ini kasus pelanggaran HAM berat) melainkan pada semua kasus. Selain itu

terdapat pula aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yang tersebar di antaranya pada kasus tindak

pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan sebagainya. Perlindungan saksi dan korban yang diatur

tersebar dan berupa peraturan pemerintah masih kurang memadai, dan seharusnya diatur dalam undang-

undang tersendiri. Kemudian Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan

Pemeberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan perlu adanya sebuah

undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan amanat TAP MPR

tersebut, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian mengajukan sebuah Rancangan

Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002. RUU

Perlindungan Saksi dan Korban ditetapkan sebagai salah satu dari 55 RUU prioritas yang akan dibahas oleh

DPR dan Pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hingga saat ini, RUU tentang

Perlindungan Saksi dan Korban masih dalam tingkat pembahasan di DPR. Selanjutnya, sebagai

perbandingan dapat kita lihat pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Amerika Serikat, Inggris dan

Jerman. Hak-hak saksi dan korban yang seharusnya ada antara lain hak atas kemanan fisik dan mental, hak
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atas pendampingan, hak atas penerjemah, hak atas informasi, hak atas perlindungan bagi saksi yang renatan,

hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Selain itu terdapat pula perlindungan saksi dan korban yang

berupa relokasi. Hak-hak saksi dan korban yang seharusnya dilindungi oleh negara sebagai pelaksanaan hak

asai manusia di dalam wadah negara hukum, membawa keharusan untuk menyediakan legislasi, lembaga

yang berwenang dan juga pembiayaan serta sumber pembiayaan yang diperlukan.


